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Lokakarya Penyempurnaan Draf Laporan Hasil Penelitian
Tata Kelola Hutan dan Lahan di Tingkat Sub-Nasional

Pada 4 - 5 Desember 2013, Tim Peneliti
yang mendapatkan hibah penelitian dari
program SETAPAK, The Asia Foundation
kembali berkumpul di Bogor untuk
mengikuti Lokakarya Penyempurnaan
Draf Laporan Hasil Penelitian Tata
Kelola Hutan dan Lahan di Tingkat Sub-

Nasional.

Kali ini Tim Peneliti berkumpul untuk
menyempurnakan draft laporan hasil
penelitian yang telah mereka lakukan.
Mereka mempresentasikan draft hasil
penelitian dan mendapatkan masukan
untuk memperbaiki laporan tersebut,
yang telah mereka kumpulkan sejak
bulan Juli 2013.

Untuk menyempurnakan laporan
penelitian tersebut, Tim Peneliti akan
mendapatkan masukan dari external
reviewer, peneliti sejawat, pendamping,
Epistema Institute dan tim Setapak-The

Asia Foundation.

External reviewer yang memberikan
masukan antara lain Siti Maimunabh,

Dr. Mia Siscawati, Dr. Ir. Soetrisno,

Dr. Kurnia Warman, Dr. Ir. Soeryo
Adiwibowo, Prof. Dr. Hariadi
Kartodihardjo, dan Dr. Asep S. Suntana.
Seperti diketahui, Program SETAPAK,
The Asia Foundation memberikan hibah

untuk delapan kegiatan penelitian

berkaitan dengan persoalan-persoalan
tata kelola hutan dan lahan di Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur
dan Sumatra Selatan. Penelitian ini
bertujuan untuk menghasilkan
rekomendasi bagi intervensi kebijakan

di tingkat sub-nasional.

Dan yang terpilih adalah tim peneliti
dari Prakarsa Borneo, Balikpapan;
Center for Social Forestry Universitas
Mulawarman, Samarinda; Pusat
Penelitian Kehati dan Masyarakat Lahan
Basah (PPKMLB) Universitas Tanjung
Pura, Pontianak; Swandiri Institute,
Pontianak; PENA (Perkumpulan
Penggiat Media Berbasis Masyarakat),
PSAP UGM dan Konphalindo; PEKA
Indonesia dan Kelompok Konservasi
Alam Kalimantan; Yayasan Spora,
Palembang; dan Pemali (Peduli
Masyarakat Kelautan dan Perikanan)

Sumatera Selatan.

Epistema Institute sendiri bertugas
untuk memfasilitasi proses penelitian
tersebut dengan memberikan
pendampingan bagi para peneliti untuk
dapat menghasilkan strategi dan
rekomendasi intervensi kebijakan yang

diperlukan.

Setelah kegiatan lokakarya ini, Tim
Peneliti akan kembali ke lapangan untuk

melengkapi data-data penelitiannya. [ ]



Pemetaan Area HCV (High Conservation Value) Sebagai Sarana Kampanye

Area Dilindungi di Luar Kawasan Konservasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Dalam mengelola kawasan usaha,
seringkali perusahaan tidak
mempertimbangkan keberadaan area
konservasi. Ini terbukti dengan tidak
adanya informasi yang tersedia terkait
area yang perlu dikonservasi,
khususnya area HCV (High
Conservation Value) di luar area
konservasi. Padahal, Area Penggunaan
Lain (APL) yang dikelola pihak swasta
berpotensi memiliki area HCV, yang
berperan penting dalam

mempertahankan jasa ekosistem.

Hal inilah yang mendorong PEKA

Indonesia dan Kelompok

meliputi data keanekaragaman flora
fauna dan sejarah kepemilikan

kawasan.

Kegiatan selanjutnya
menyelenggarakan kick-off meeting
dengan stakeholder yang dilaksanakan
pada 30 Oktober 2013 di Aula Bappeda
Kabupaten Sintang dan dihadiri oleh
Bappeda Sintang, Badan Pertanahan
Sintang, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas Pertanian, WWF

Program Kalimantan Barat, dan Yayasan

Titian.

dan Perkebunan dalam melihat
perkembangan perkebunan di

Kabupaten Sintang.

Dari diskusi tersebut terungkap
beberapa kendala, diantaranya terkait
“cantolan” hukum untuk melindungi
areal HCV di areal APL.

Kegiatan ini diteruskan dengan
melakukan penelitian lapangan pada 9
titik. Hasil penelitian lapangan
menunjukkan bahwa beberapa titik
HCV yang berdampingan dengan desa
masih dipertahankan oleh penduduk

desa walau izin perkebunan

Konservasi Alam Kalimantan
untuk melakukan penelitian
pemetaan area HCV dan
mengimplementasikan hasil
penelitiannya untuk
kampanye area dilindungi di
luar kawasan konservasi di
Kabupaten Sintang,

Kalimantan Barat.

Peta area HCV yang akan
dihasilkan difokuskan untuk
kriteria 1 s/d 4 dengan menggunakan
sumber data diantaranya dari Badan
Planologi, Kementerian Kehutanan.
Data tersebut, antara lain citra landsat,

peta penutupan dan penggunaan lahan

dan peta fauna (khususnya orang utan).

Dalam tahap awal penelitian ini

dilakukan pengambilan data lapangan,
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Dari pertemuan ini disepakati bahwa

hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
masukan untuk RTRW Kabupaten
Sintang, masukan dalam pengambilan
Kebijakan BLH untuk mengambil
keputusan terkait AMDAL dan
pemantauan lingkungan. Serta sebagai

bahan masukan bagi Dinas Kehutanan

. RTRW SINTANG

SKALA 11,375,000
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telah dikeluarkan kepada
perusahaan untuk area
tersebut. Titik-titik tersebut

&

1020 30 6
Legenda

umumnya merupakan
kawasan gambut, yang masih
memiliki keanekaragaman
flora dan fauna yang sangat
terjaga.

Rencana selanjutnya adalah
melakukan analisis untuk
menentukan area HCV. Dari
hasil pemetaan HCV ini akan
teridentifikasi perusahaan-perusahaan
yang memiliki area HCV, yang
selanjutnya akan dikomunikasikan

dengan perusahaan tersebut.

Dan di akhir penelitian, akan dilakukan
kampanye hasil penelitian kepada

pihak-pihak terkait, termasuk media. [ ]




Upaya Optimalisasi Peran Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP)
Dalam Rangka Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan
Melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),
Studi Kasus KPHP Model Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Musi Rawas merupakan
salah satu kabupaten Provinsi Sumatera
Selatan yang memiliki kawasan hutan
cukup luas. Dari 1,2 juta Ha. luas
kabupaten ini, 48%nya merupakan
kawasan hutan. Namun pemerintah
kabupaten Musi Rawas masih
terkendala dalam pengelolaan hutan
terutama deforestasi hutan yang masih

terus terjadi.

memiliki beragam masalah, seperti HP

Lakitan Utara I dan Il mengalami

degradasi yang cukup besar dan saat ini

telah berubah menjadi lahan

perkebunan sawit perusahaan asing, HP

Lakitan Selatan berada di dekat
kawasan transmigrasi Megang Sakti
sehingga banyak masyarakat yang
menggunakan areal HP ini untuk

berkebun, berladang dan membangun

stasiun migas, dan juga disebabkan
adanya pusat pemerintahan Kecamatan
Suka Karya yang berada di dalam

kawasan hutan ini.

Dari beragam masalah di atas
mendasari Peduli Masyarakat Kelautan
dan Perikanan (PEMALI) Sumatera
Selatan melakukan penelitian ini.
Harapannya, penelitian ini dapat

mengidentifikasi akar masalah yang

Sementara itu, Pemerintah
Kabupaten memiliki
komitmen yang tinggi dalam
tata kelola hutan dan lahan,
seperti dikeluarnya Peraturan é
Bupati No. 27 Tahun 2010 S
Tentang Pembentukan Unit ‘
Pelaksana Teknis Dinas
Kehutanan Kabupaten Musi
Rawas, dengan membentuk
KKPHP Rawas dan KPHP

Peta Batas Kawasan
KPHP MODEL LAKITAN
Kabupaten Musi Rawas

Provinsi Sumatera Selatan

dihadapi KPHP Model Lakitan

sekaligus merumuskan
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Kordinat Interval : 10 Menit

050100 200 300 400
e ——— T

strategi yang tepat untuk
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mengurangi deforestasi.
Melalui kewenangan yang
dimiliki, BLU KPHP akan lebih
mudah menjalin kerjasama

dengan berbagai pihak untuk

memecahkan masalah ini.

Dampak penerapan PPK BLUD

Lakitan.

SK Menhut Nomor SK.790/Menhut-
11/2009 menjelaskan bahwa luas KPHP
Model Lakitan mencapai 76.776 ha yang
terdiri dari 4 kawasan, yaitu HP Lakitan
Utara I, HP Lakitan Utara II, HP Lakitan
Selatan dan HP Kungku.

Namun kini KPHP Model Lakitan

pemukiman. HP Kungku juga memiliki
banyak masalah, antara lain 75%
kawasan hutan telah beralih fungsi
menjadi pemukiman, perkebunan dan
pembangunan fasilitas umum, HP ini
dibelah oleh 3 ruas jalan aspal yang di
sekitarnya telah dibangun berbagai

sarana dan prasarana publik, adanya

pada KPHP Lakitan akan
memperbaiki tata kelola kawasan hutan
dan pengolahan hasil hutan,
pengelolaan konflik dan pengurangan
deforestasi dan degradasi.

Upaya KPHP Lakitan menuju PPK BLUD
memiliki beberapa persyaratan, baik
persyaratan substantif, persyaratan

teknis dan persyaratan administratif. [ ]



Prospek Integrasi Tata Kelola Hutan oleh Masyarakat Lokal

dalam Sistem Pengelolaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di Kabupaten Berau

Beragam inisiatif masyarakat lokal
dalam memanfaatkan hutan dan lahan,
seperti sebagai sumber mata
pencaharian, kawasan berburu, kayu
hingga sebagai sumber air bersih. Untuk
mempertahankan manfaat tersebut
dalam jangka panjang, muncul bentuk-
bentuk pengelolaan seperti hutan
lindung desa.

KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)
merupakan lembaga baru daerah yang
penting yang akan diadakan di seluruh
Indonesia. Inisiasinya sudah dimulai
sejak tahun 2007 dan menjadi salah
satu aktifitas dalam Rencana Strategis
Kementerian Kehutanan 2010-2014 dan
dalam Peraturan Presiden No.61/2011
tentang Rencana Aksi Nasional
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN
GRK).

Namun permasalahannya bagaimana
mensinergikan insiatif yang ada di
masyarakat ke dalam pengelolaan KPH
serta bagaimana hubungan kerja antara

KPH dengan para pihak kehutanan
(Dinas Kehutanan Daerah, Bappeda,
Perusahaan Kayu, Pendidikan Tinggi,
Lembaga Penelitian Kehutanan dan
masyarakat)?

Munculnya pertanyaan di atas
mendasari Center for Social Forestry
(CSF) Universitas Mulawarman,
Samarinda untuk mengkaji bagaimana
KPH sebagai lembaga yang mengelola
kawasan hutan dengan satu fungsi
dominan, dapat mensinergikan inisiatif-
inisiatif pengelolaan masyarakat yang
sudah ada dalam wilayahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk
mengintegrasikan inisiatif masyarakat
dalam aktifitas KPH (Kesatuan
Pengelolaan Hutan) dalam tata kelola
hutan yang baik, dimana peran dan
kewenangan para pihak berjalan
dengan serasi. Para pihak yang
dimaksud adalah: Kementerian

Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten

dan Provinsi, Masyarakat dan

Pemegang Izin Usaha Kehutanan serta
sektor-sektor lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat
berkontribusi dalam bidang Perhutanan
Sosial dan Tata Kelola Hutan (Forest
Governance) dan khususnya
pengelolaan partisipatif sumberdaya
alam. Serta untuk mendukung upaya-
upaya sinergitas dari para pihak
pengelola hutan dan lahan (masyarakat,
pemegang izin usaha, KPH, Dinas
Kehutanan Kabupaten dan Provinsi dan
Kementerian Kehutanan) di Kalimantan
Timur agar pengelolaan berjalan secara
berkesinambungan. Penelitian juga
akan menguji asumsi bahwa penyertaan
bentuk-bentuk pengelolaan hutan dan
lahan oleh masyarakat dalam KPH akan
melestarikan dan mengembangkan
kearifan lokal, meningkatkan kapasitas
serta memberi alternatif mata
pencaharian tambahan bagi warga
setempat. serta mengurangi atau
menghilangkan konflik. [ ]
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